
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR £)2TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI 

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019

KELURAHAN BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota 
Ambon Tahun 2019 pemberian bantuan adalah menggunakan 
uang (Bantuan Sosial dalam bentuk uang) yang disampaikan ke 
rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;

b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota 
berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas 
Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan 
Permukiman. Proses seleksi calon penerima bantuan 
berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota 
tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang 
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun 
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak 
Mengatur Dan Mengurus Rum ah Tangganya Sendiri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (lampiran V tentang Mekanisme 
Perencanaan Dan Pemrograman Serta Pelaksanaan Bidang 
Perumahan);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
112/PMK.07/2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan 
Transfer Ke daerah Dan dana Desa;

13. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional 
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekeijaan 
Umum Dan Perumahan Rakyat;

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360).



: Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 
01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub 
Bidang Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah 
Swadaya berupa uang yang selanjutnya disebut 
penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh- 
sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan 
Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2019 Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah Kota Ambon (PPKD) pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 3 w \  2019

Salinan inidisampaikankepadaYth. :
1. Gubemur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT



r
Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

Tentang : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2019.

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
KELURAHAN

MALUKU 
AMBON 
SIRIMAU 
BATU MERAH

NO NO
B N B A

N A M A N O  K T P A L A M A T  T E M P A T  
T1N G G A L

B E S A R
B A N T U A N

(Rp.)
1 1 LA IDI 3171021112650005 AHURU, RT 001 / RW 016 17.500.000,-

2 2
R1ZAD SYAHR1R 
RAMADHAN

8171022404900002 AHURU, RT 001 / RW 016 17.500.000,-

3 3 RABEA FAU 8171025405710001 AHURU, RT 001/ RW 016 17.500.000,-

4 4 UMAR BUGIS 8171021801750005 BATU M ERAH, RT 001/ RW  016 17.500.000,-

5 5 WA SULIM A 8171025007600006 AHURU, RT 002/ RW  016 17.500.000,-

6 6 ANDI M IRNA SANGADJI 8171025606850005 /'HURU, RT 001/ RW 016 17.500.000,-

7 7 FARIDA 8171025404840009 BATU M ERAH, RT 002/ RW  016 17.500.000,-

8 8 CATARINA DEBORA 
APETATU/A

8171025108600007
BATU M ERAH GOA, RT 008/ RW 
017 17.500.000,-

9 9 LODEVIKUS AM ELW ATIN 8171021406720003 AHURU GOA, RT 008/ RW 017 17.500.000,-

10 10 SUSANA BEDA 8171024401510001 GOA AHURU, RT 008/ RW  017 17.500.000,-

11 11 LEO NGILA MELE 8171020109850007
PERUM SANTO AND REAS GOA 
AHURU, RT 008/ RW  017

17.500.000,-

12 12
YOSINTUS BERNADUS 
LUTURYALI

8171020912820003
AHURU BATU M ERAH, RT 008/ 
RW 017

17.500.000,-

13 13 JACOB TUNYANAN 8171020208600004
AHURU BATU M ERAH, RT 008/ 
RW 017 17.500.000,-

14 14 WAHYUNI 8171026710790006
AHURU BATU M ERAH, RT 008/ 
RW 017 17.500.000,-

15 15 CHI HAYOTO 8171021901640003 AHURU, RT 003/ RW 016 17.500.000,-


